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Abstrak

Undang-undang cipta kerja merupakan undang-undang baru yang menuai kontroversi terutama dari kalangan
buruh/pekerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk membahas pengaturan hukum serta sanksi hukum yang ada di
dalam undang-undang cipta kerja. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini menggunakan jenis
penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan
hukum penelitian ini adalah sumber hukum primer, sekunder. Teknik pengumpulan data penilitian ini dengan cara
mencatat, membaca dan menyimpulkan sumber bahan hukum. Sedangkan analisis yang digunakan merupakan
analisis kualitatif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa peraturan perundang-undangan No. 11 Tahun 2020
memiliki kekurangan dan kelebihan, misalnya penegasan terhadap sanksi pidana bagi pengusaha yang
membayarkan upah tenaga kerja di bawah upah minimum kabupaten/kota. Undang-undang ini telah mengubah
aturan yang dirasa sudah baik pada Undang-Undang sebelum nya seperti mengenai Upah Minimum, Alih Daya,
PKWT, Pesangon dan lainnya.

Kata Kunci: Cipta kerja, Ketenagakerjaan, Pemberi Kerja, Sanksi Pidana

Abstract

The law on creating jobs is a new law that has attracted controversy, especially among workers. The purpose of
this study is to regulate legal arrangements and legal sanctions in the work copyright law. The type of research
used in this study uses a normative legal research type with a law application approach and a conceptual
approach. The sources of legal materials for this research are primary and secondary sources of law. The
technique of collecting research data is by recording, reading and concluding legal sources. While the analysis
used is a qualitative analysis. The results of this study found that the legislation no. 11 of 2020 has advantages
and disadvantages, for example an affirmation of criminal sanctions for entrepreneurs who pay work wages below
the district/city minimum wage. This law changes the rules that are considered good in the previous law, such as
regarding the Minimum Wage, Outsourcing, PKWT, Severance pay and others.

Keywords: Criminal Sanctions Employer, Employment, Job creation.

I. PENDAHULUAN
Undang-undang cipta kerja merupakan kependekan dari 79 undang-undang yang telah ada
sebelumnya, diantaranya terdapat juga Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Undang-undang ini bersifat memperbaiki, menambahkan dan juga mencabut pasal-pasal yang terdapat
dalam Undang-Undang sebelumya. Perubahan dilakukan dalam rangka penguatan perlindungan
kepada tenaga kerja dan meningkatkan peran dan kesejahteraan pekerja/buruh dalam mendukung
ekonomi investasi. Pemerintah meyakini bahwa perlu adanya Undang-Undang ini demi membuka
lapangan pekerjaan baru mempertimbangkan tingginya angka pengangguran di Indonesia.

Masyarakat menilai undang-undang ini hanya menguntungkan bagi pemberi kerja dan justru
merugikan pekerja sehingga pada saat prosesi pengesahannya menuai banyak opini-opini dari kalangan
masyarakat hingga berujung demo di berbagai daerah di Indonesia, opini tersebut muncul mengingat
waktu perencanaannya yang terkesan terlalu terburu-buru. Selain itu masyarakat juga mendesak
pemerintah agar mengeluarkan perppu demi membatalkan undang- undang ini.

Terdapat poin-poin pasal yang dinilai berbenturan sehingga menuai sorotan seperti contohnya
outsourcing, tidak adanya lagi pembatasan pekerja outsourcing
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dan batasan waktu kerja sebagai outsourcing. Selain itu beberapa materi dalam klaster ketenagakerjaan
dinilai bermasalah dan menyisakan banyak pertanyaan. Materi tersebut antara lain terkait tenaga kerja
asing, PKWT, pengupahan, PHK serta jaminan sosial. Selain pemberi Kkerja, tenaga kerja asing juga
termasuk sebagai yang diuntungkan di dalam undang-undang ini karena pemberi kerja yang ingin
mempekerjakan tenaga kerja asing pada perusahaannya hanya perlu memiliki izin tertulis dari menteri
atau pejabat yang ditunjuk seperti yang tercantum dalam pasal 81 ayat 4 Undang-Undang Cipta kerja.

Penelitian tentang Karakteristik Undang-undang ketenagakerjaan dalam perlindungan hukum
terhadap tenaga kerja membahas tentang undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan berkarakter hukum responsive atau berkarakter hukum konservatif/ortodoks (Ujang
Charda, 2015). Selanjutnya, analisis yuridis perjanjian kerja waktu tertentu berdasarkan undang-
undang ketenagakerjaan dan hukum perjanjian (Amalia et al., 2017). Berikutnya, membahas tentang
pemutusan ketenagakerjaan akibat pandemic corona oleh perusahaan yang dikaitkan dengan undang-
undang ketenagakerjaan (Randi, 2020). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja
(PHK) secara Sepihak oleh Perusahaan menurut Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Maringan, 2015). Sehingga, peneliti memutuskan untuk mengkaji penelitian ini
dengan tujuan untuk membahas pengaturan hukum serta sanksi hukum yang ada di dalam undang-
undang cipta kerja.

1. METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan tipe penelitian dengan metode
Normatif, yaitu tipe penelitian yang mengkaji hukum tertulis melalui berbagai aspek, yaitu aspek teori,
perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan pasal
demi pasal, formalitas dan kekuatan meningkatkan suatu undang-undang, serta bahan hukum yang
digunakan. Pendektan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (Statue approach)
Pendekatan Analisis Konsep Hukum (Analytical and Conceptual Approach), dan Pendekatan Fakta
(The Fact Approach) (Marzuki, 2005). Sumber bahan hukum penelitian ini adalah sumber hukum
premier, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data penilitian ini dengan cara mencatat, membaca
dan menyimpulkan sumber bahan hukum.

I11. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Pengaturan Hukum Terhadap Pemberi Kerja dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2020
Tentang Cipta Kerja

Maksud penataan undang-undang cipta kerja tidak lain adalah untuk mensejahterakan serta membantu
pencari kerja di Indonesia. Selain itu undang-undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja
yang lebih luas melalui kemudahan izin dalam berusaha. Dengan adanya aturan yang memudahkan
pengusaha dalam menciptakan lapangan pekerjaan, maka diharapkan pertumbuhan investasi di
Indonesia akan menjadi lebih baik sehingga investor lokal maupun asing akan menjadi tertarik untuk
menanamkan modalnya di Indonesia dan menjadikan peluang terciptanya lapangan pekerjaan baru
bagi pekerja akan semakin terbuka di berbagai sektor.

Dengan terciptanya banyak lapangan kerja, perusahaan juga perlu menjadikan sertifikasi dan
profesi sebagai syarat dalam bekerja demi menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Pada
era globalisasi peran sertifikasi kompetensi sangatlah penting, sertifikasi kompetensi merupakan sarana
untuk meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia supaya bisa bersaing dengan tenaga kerja asing.

Pemberi kerja merupakan pencipta lapangan pekerjaan yang dapat mempekerjakan tenaga
kerja sehingga dapat mensejahterakan pekerja melalui pembayaran gaji sesuai dengan kesepakatan dari
kedua belah pihak. Secara umum arti pemberi kerja perseorangan yaitu usaha yang hanya dimiliki oleh
satu orang saja dan siapapun boleh mendirikannya dikarenakan sistemnya termasuk bebas dan tidak
perlu adanya campur tangan dari pemerintah, namun di lain hal perseorangan masih sangat bergantung
terhadap perusahaan lainnya terutama dalam urusan permodalan.

Subyek hukum dalam ilmu hukum ada dua yakni, orang dan badan hukum. Disebut sebagai
subyek hukum oleh karena orang dan badan hukum menyandang hak dan kewajiban hukum. (Syahrini,
2006, hal. 22). Undang-Undang Cipta Kerja telah menggabungkan beberapa undang- undang menjadi
satu dengan menambahkan, merubah ataupun menghapuskan beberapa pasal di dalam undang-undang
sebelumnya termasuk Undang-undang Ketenagakerjaan yang dimana pemberi kerja maupun penerima
kerja mempunyai aturan-aturan yang berbeda dari yang telah ada sebelumnya seperti
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a. Tenaga kerja asing

Undang-Undang Cipta kerja menghapuskan ketentuan pasal 81 Undang-Undang Ketenagakerjaan,
dimana pemberi kerja hanya perlu mendapatkan izin dari menteri atau pejabat yang ditunjuk untuk
mempekerjakan tenaga kerja asing serta cukup memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

b. PKWT

Pasal 59 telah diubah dimana pengaturan terhadap PKWT juga berubah serta menambahkan
konsekuensi hukum bagi pemberi kerja yang tidak memenuhi syarat PKWT.

c. Alih daya/Outsourcing

Undang-Undang Cipta Kerja dinilai membuat penggunaan pekerja alih daya semakin tidak dapat
dikendalikan, karena tidak lagi diatur mengenai batasan pekerja apa saja yang tidak dilarang di dalam
alih daya yang berarti memberikan peluang untuk mempekerjakan macam-macam pekerja termasuk
pekerja lepas dan pekerja penuh.

d. Waktu kerja

Dalam sehari jam kerja serta lembur ditambahkan menjadi selama 4 jam atau dalam seminggu menjadi
18 jam, dimana di dalam Undang- Undang sebelumnya jam kerja serta lembur hanya 3 jam dalam
sehari atau

14 jam dalam satu minggu. Dengan demikian total keseluruhan waktu pekerja bisa mencapai 58 jam
dalam seminggu. Namun pemberi kerja yang memberikan pekerjaan tambahan terhadap pekerja yang
melebihi waktu bekerjanya harus didasari dengan perjanjian kerja antara kedua belah pihak.

e. Pengupahan

Pengupahan terhadap pekerja telah diubah sehingga upah minimum ditetapkan berdasarkan upah sektor
serta upah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Undang-Undang Cipta Kerja juga memiliki konsep
pengupahan yang di dasari dengan satuan waktu, namun memiliki potensi pendayagunaan dari pemberi
kerja yang sangat besar. Untuk itu perlu diikuti dengan syarat yang ketat.

f. Pesangon

Ketentuan mengenai pesangon bagi pekerja yang terdampak PHK dimana besarannya hanya
berdasarkan 25 kali besar upah dengan perincian 19 bulan upah dari perusahaan dan 6 bulan melalui
BPJS ketenagakerjaan melalui program jaminan kehilangan pekerjaan. Pada Undang-Undang
sebelumnya adalah 32 kali upah bulanan pekerja.

g. PHK

Undang-Undang Cipta Kerja menambahkan satu alasan perusahaan dapat melakukan PHK terhadap
pekerja yaitu demi perusahaannya agar dapat lebih efisien.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pemberi Kerja Jika Tidak Memenuhi Ketentuan Undang-Undang
Cipta Kerja

Pada hakikatnya sejarah hukum pidana adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan yang senantiasa
mempunyai hubungan erat dengan masalah tindak pidana (Sudarto, 1986: 23). Sanksi pidana memiliki
bentuk yang bervariasi seperti, pidana mati, pidana seumur hidup, pidana penjara, pidana kurungan dan
pidana denda yang merupakan pidana pokok, serta pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu,
perampasan barang-barang tertentu dan pengumuman putusan hakim yang keseluruhannya merupakan
pidana tambahan (Ali, 2011: 93).

Sanksi pidana merupakan sanksi yang penerapannya di masyarakat paling sering terjadi atau
paling banyak kasusnya Sanksi pidana memiliki banyak jenis bentuknya seperti:
a. Pidana Mati
Pidana mati adalah pidana yang sangat dikenal di sekitar masyarakat. Pidana mati merupakan hukuman
dengan level paling berat yang dapat dijatuhkan kepada seseorang atas apa yang telah diperbuatnya.
Penerapan hukuman mati dalam hukum pidana di banyak belahan dunia dilakukan dengan cara yang
beragam mulai dari dipenggal, dipancung, dihimpit, penusukan, dibunuh dengan kursi listrik sampai
ditembak mati.
b. Pidana Penjara
Pidana Penjara merupakan pidana yang membatasi kebebasan bergerak dari seorang terpidana dengan
menempatkan pada sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) dimana terpidana harus mentaati segala
peraturan yang ditetapkan bagi mereka yang melanggar (Lamintang & Theojunior, 2014: 58).Tujuan
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dilakukannya hal itu guna mengubah terpidana menjadi insan dengan norma dan sifatnya dapat
dibanggakan bagi masyarakat, bangsa maupun Negara.

c. Pidana Kurungan

Pidana Kurungan merupakan kemiripan dari pidana sebelumnya dimana pidana ini sama sama
mencabut kemerdekaan seorang yang menjadi terpidana hanya saja jenisnya yang lebih ringan dengan
kurun waktu paling sedikit adalah satu hari dan paling lama satu tahun.

d. Pidana Denda

Pidana denda merupakan pidana yang diarahkan terhadap harta kekayaan atau benda dari seorang
terpidana yang melakukan pelanggaran terhadap aturan hukum pidana yang berlaku. Indonesia hanya
menjadikan Pidana denda sebagai pidana alternatif sebabnya ialah nilai mata uang rupiah yang semakin
lama semakin menurun.

Hal ini disebabkan karena nilai uang rupiah semakin lama semakin merosot, maka
menyebabkan nilai uang yang diancamkan pada rumusan tindak pidana tidak dapat mengikuti nilai
uang di pasaran dan terkesan menimbulkan ketidakadilan jika pidana denda dijatuhkan (Pawennei &
Tomalili, 2015: 53).

e. Pidana Tutupan
Pidana tutupan ini merupakan pidana yang juga diatur dalam pasal 10 KUHP dan pidana ini dapat
dikatakan sebagai pidana pengganti pidana penjara. Penempatan terdakwa pidana tutupan ditempatkan
khusus di rumah tutupan yang diurus oleh menteri pertahanan dimana penghuni nya tidak boleh
dipekerjakan apabila memasuki hari libur atau hari raya kecuali jika terpidana itu sendiri yang
menginginkannya.

Selain itu adapun pidana yang perannya sangat penting di dalam hukum pidana Indonesia yaitu
pidana tambahan. Pidana ini bertujuan untuk melindungi masyarakat terhadap oknum-oknum pelaku
tindak pidana, maka sudah sewajarnya jika pidana tambahan dikenakan terhadap oknum-oknum tindak
pidana sesuai dengan jenis-jenis pidana tambahan di samping pidana pokok. Pemberi kerja terdiri dari
perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang memiliki kontrak ataupun
kesepakatan kerja dengan tenaga kerja dengan membayarkan upah ataupun imbalan, sesuai dengan
pasal 1 ayat 4 undang-undang ketenagakerjaan. Sedangkan tenaga kerja merupakan orang- orang yang
dapat melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang ataupun jasa demi memenuhi kebutuhan sendiri
ataupun kebutuhan masyarakat. Pemberi kerja maupun pekerja keduanya saling berkaitan dan memiliki
hubungan di dalam perjanjian kerja atau dapat dibilang perjanjian kerja inilah yang merupakan
hubungan kerja.

Apapun tindakan pemberi kerja perlu memperhatikan ketentuan yang berlaku agar tidak terjadi
pelanggaran HAM, untuk itu pelaksanaan hubungan kerja perlu keikutsertaan Negara dalam mengatur
hal-hal tertentu melalui Undang- Undang. Untuk itu diaturlah sanksi-sanksi pidana dalam hal tindak
pidana di dalam dunia ketenagakerjaan yang dimana fungsinya sebagai sarana dalam penegakan hukum
melalui pemberian hukuman kepada pengusaha apabila terjadi tindak pidana.

Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, sanksi pidana diatur dalam pasal 183-188 dan juga
dalam pasal 189 menegaskan bahwasannya pemberi kerja tetap harus membayar hak-hak/ganti rugi
kepada tenaga kerjanya walaupun pemberi kerja tersebut sedang dalam proses pidana. Pada Undang-
Undang Cipta Kerja mengubah/menghapuskan dan juga menambahkan sanksi dalam Undang-Undang
sebelumnya seperti:

a. Pasal 184 dihapuskan karena ketentuan pasal 167 juga telah dihapuskan.

b. Pasal 185 dimana menghapuskan ketentuan pasal 42 ayat 1, pasal 90 ayat 1, dan 160 ayat 7 selain
itu ditambahkan ketentuan pasal 88E ayat 2 dan 156 ayat 1.

c. Pasal 186 dimana pasal ini menghapuskan ketentuan pada undang-undang sebelumnya yaitu Pasal
137 dan Pasal 138.

d. Pasal 187 dimana menghapuskan ketentuan Pasal 37 ayat 2 dan Pasal 44 ayat 1, serta menambahkan
ketentuan Pasal 79 ayat 3.

e. Pasal 188 hanya menghapuskan ketentuan Pasal 14 ayat 2 dalam undang- undang sebelumnya.

IV. SIMPULAN DAN SARAN
1. Simpulan
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1. Mengenai pengaturan Peraturan Perundang-Undangan No.11 Tahun 2020 dapat diketahui jika
proses mengerjakan terlalu bersicepat sehingga menghadirkan berbagai prospek dari kalangan
masyarakat. Kendati begitu Undang-Undang ini memiliki kekurangan dan juga memiliki
kelebihan dimana tidak sedikit regulasi yang malah merugikan untuk pekerja, antara lain
merupakan terkait dengan upah minimum, pesangon, alih daya, waktu istirahat, perjanjian kerja
dan masih banyak lagi menimbang-nimbang dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.

2. Sanksi pidana di dalam undang-undang cipta kerja memiliki keuntungan dan kerugian dari sisi
pemberi kerja maupun sisi pekerja, contohnya penegasan terhadap sanksi pidana bagi pengusaha
yang membayarkan upah tenaga kerja di bawah upah minimum kabupaten/kota. Penegasan
sanksi tersebut apabila jika pengusaha melakukan pelanggaran terhadap sanksi tersebut, pekerja
dapat melakukan hal-hal seperti menempuh upaya pidana dengan mengadukan kepada pihak
berwajib seperti kepolisian. Ancaman pidana bagi pelanggaran ketentuan pidana tersebut yaitu
pidana bui dengan waktu paling singkat selama 2 tahun dan paling lama selama 4 tahun bui
dan/atau denda sedikitnya 100 juta dan sebanyak banyaknya adalah 400 juta. Sebagaimana
ketentuan pada Pasal 185 ayatl Undang-Undang Cipta Kerja.

2. Saran

Berdasarkan kesimpulan pembahasan di atas penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pekerja perlunya untuk lebih memahami terkait undang-undang serta sanksi-sanksi yang
tertera di dalam undang-undang yang berlaku karena pekerja perlu juga mengetahui apa yang
menjadi hak-haknya di samping kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi pekerja. Selain itu
bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja juga perlu akan kesadaran atas penegakan hukum di
bidang ketenagakerjaan.

2. Bagi pemerintah perlu mengkaji dengan seksama kembali pasal demi pasal yang terdapat di
dalam undang-undang cipta kerja karena kurangnya aspek kemanusiaan di dalamnya.
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